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I. TUJUAN
Standar prosedur ini ditetapkan sebagai pedoman di PT Varuna Tirta Prakasya
(Persero) bagi Division Finance & Accounting dalam pelaksanaan tugasnya untuk
memastikan perhitungan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Penghasilan (PPh)
21, 23, 15, 25, Pasal 4 Ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang
Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan
perpajakan yang berlaku.

II. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup perpajakan ini mencakup:

1. Tatacara pelaksanaan sistem pelaporan dan pembayaran Pajak PT Varuna
Tirta Prakasya (Persero), mulai dari penerimaan dokumen hingga pelaporan
paja;

2. Pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan sistem pelaporan dan
pembayaran pajak;

3. Waktu yang diperlukan dalam melakukan proses pelaporan dan pembayaran
pajak;

4. Dokumen yang diperlukan dan yang dihasilkan.

III. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Direksi bertanggungjawab dan mempunyai kewenangan memastikan standar
prosedur ini ditetapkan dan diterapkan.

2. Senjor Vice President Finance and Administration bertanggung jawab untuk
memonitor atas terselenggaranya segala aktivitas pelaporan dan pembayaran
pajak sesuai prosedur ini.

3. Head of Finance and Accounting bertanggung jawab mengontrol dan
memastikan sistim pelaporan dan pembayaran sesuai prosedur.

4. Finance and Accounting Manager bertanggung jawab dalam pelaksanaan
sistim perpajakan dengan tetap mengacu pada prosedur.

5. Division Head/Manager terkait bertanggung jawab mendukung Standar
Prosedur ini

IV. DEFINISI

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang,
sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara
langsung.

2. Pajak yang di hitung, di pungut dan di laporkan PT Varuna Tirta Prakasya
(Persero) adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 15, PPh Pasal 25, PPh
Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

Paraf: 4 / ‘)[,
SP/FAC/005 Rev.00




No. Document : SP/FAC/005

STANDAR PROSEDUR No. Revisi : 00
Standard Procedure Tanggal Terbit : 31 Juli 2023
Halaman : 2 dari 15

Mitra Solusi Logistik PAJAK

3. Pajak Eksternal Perusahaan adalah pajak dari seluruh kegiatan transaksi yang
berhubungan dengan pihak ketiga atau pihak eksternal.

4. Objek Pajak adalah suatu transaksi atau tambahan penghasilan yang menurut
peraturan perpajakan tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak.

5. Subjek Pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk
melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong
pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib
pajak badan.

7. Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di
atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang waijib
mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali
ditentukan dalam undang-undang.

8. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak
berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang
batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali
Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak.

9. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor,
Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

10. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena
Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa
Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang
digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

11. Pajak Masukan adalah pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan
atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak
tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena
Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
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12. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang waijib dipungut
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak,
penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

13. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan,
atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk
memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha
Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa
Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi
Pemerintah tersebut.

14. Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu
bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan
yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis
penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final.
Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau
usaha tertentu.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. E-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk
digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

17. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek
pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

18. e-Billing pajak adalah sistem bayar pajak online (elektronik) dengan cara
pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu.

19. NTPN adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara

20. KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama
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V. REFERENSI

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Namun ada
beberapa poin perubahan terkait pajak penghasilan yang diatur kembali dalam
UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap WP OP maupun
Badan atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Pada UU
36/2020, membahas segala perubahan terkait UU PPh. Adapun pada peraturan
tersebut disebutkan definisi pajak penghasilan (PPh), subjek pajak, objek pajak,
hingga cara menghitung pajak.

3. Peraturan DJP Nomor PER-05/P1/2017
Peraturan ini menerangkan kebijakan-kebijakan dalam melakukan pembayaran
pajak secara elektronik (e-Billing). Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak
dapat dilakukan melalui teller bank, ATM, internet banking, mobile banking, EDC,
atau sarana lain.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020
Pada UU 10/2020, mengatur tentang bea materai. Pada peraturan ini, baik
dokumen konvensional dan dokumen elektronik dikenakan bea materai.

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/P1/2020
Kebijakan tersebut mengatur bentuk-bentuk, isi hingga tata cara dalam
melakukan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP). SSP merupakan dokumen yang
berisi informasi meliputi NPWP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, nomor
objek pajak, alamat objek pajak, kode akun pajak hingga kode jenis setoran.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.10/2016
Peraturan ini menerangkan mengenai pemungutan PPh 22 terkait pembayaran
atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di
bidang lain. Peraturan ini merupakan perubahan kelima atas PMK 15/2010.
Adapun ketentuan yang diubah mengenai subjek pemungut pajak dan besaran
pungutan pajak.

7. Peraturan DJP Nomor PER-01/P1/2016
Peraturan tersebut mengatur ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan
pengolahan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Adapun ketentuan mengenai
teknis penerimaan dan pengolahan SPT dalam kebijakan tersebut.
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8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.03/ 2007

Peraturan tersebut memberikan keterangan dalam menentukan tanggal jatuh
tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tanggal Jatuh tempo
pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan
tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara

pengangsuran hingga penundaan pembayaran pajak pun dibahas dalam
peraturan tersebut.

. Dasar hukum yang mengatur PPnBM dan PPN adalah Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009, yang sudah diganti atau dicabut dengan UU No. 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Di dalam undang-undang tersebut
telah diatur mengenai objek pengenaan PPnBM, ketentuan tarif secara umum,
hingga cara pemungutannya.

Selain Undang-Undang di atas, terdapat juga PMK No.05/PMK.010/2022 yang
mengatur bahwa mulai tahun 2022, PPnBM ditanggung oleh pemerintah.

10. PMK Nomor 32/PMK.10/2019

Peraturan ini membahas mengenai batasan kegiatan jenis Jasa Kena Pajak
(JKPyang atas Ekspornya yang dikenakan PPN. Menurut Pasal 4 ayat (1), jasa
maklon, jasa perbaikan dan perawatan, dan kasa pengurusan transportasi

merupakan jenis JKP berupa kegiatan pelayanan untuk dimanfaatkan di luar
daerah pabean.

11. Keputusan DJP Nomor KEP-95/P1/2019
Peraturan ini membahas mengenai pengecualian dalam pengenaan sanksi

berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT PPh WP OP tahun pajak
2018.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme
Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang
Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa
Bendahara Umum Daerah

13. PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran
Pajak

14. PMK-32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
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1. Proses pembuatan e-faktur pajak dan kelengkapan dokumen

e Menerima dan mengumpulkan data-data pelanggan, dokumen pendukung
dalam pembuatan e-faktur pajak, seperti NPWP dan legalitas perusahaan

Surat pengajuan pembuatan e-faktur pajak

Invoice dan faktur pajak standar, untuk menginput faktur pajak
berdasarkan dari invoice/tagihan ke dalam aplikasi e-faktur pajak

Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pelanggan
Rekapan e-Faktur Pajak yang telah di terbitkan

2. Proses pembayaran, pelaporan pajak dan kelengkapan dokumen

A. Pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21:
e Menghitung manual pajak menggunakan excel
e Akses e-SPT DJP Online untuk input hasil perhitungan pajak
e Dapatkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan harus dibayar
e Selanjutnya, melakukan pembayaran melalui layanan bank persepsi
dengan pilihan:
- Internet Banking, Akses layanan dan lakukan perintah pembayaran
dengan mengikuti arahan yang tersedia.
Setelah melakukan pembayaran, simpan atau cetak bukti pembayaran yang
memuat NTPN
Input NTPN di e-SPT untuk memperoleh file CSV
Lapor pajak melalui e-filling dengan mengunduh file CSV
Dapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

B. Pembayaran dan pelaporan PPN:

Dapatkan nomor seri faktur pajak melalui e-Nofa
Rekam nomor seri faktur pajak di aplikasi e-Faktur
Masuk data secara manual di aplikasi e-Faktur
Unduh PDF e-Faktur

Siapkan faktur komersial

Kirim faktur dan e-Faktur ke pelanggan

Cek SPT Masa PPN

Buat id billing di DJP Online

Lakukan pembayaran melalui ATM dan Internet Banking
Dapatkan NTPN

Input NTPN ke Web e-Faktur
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e Siapkan SPT Masa PPN
e Unduh file CSV dan PDF _
e Lapor melalui e-Filling dan dapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Tarif PPh Orang Pribadi

Lapisan
pls.a gure Tarif
Tarif - 5
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
0- 60juta 5%
>Rp 60- 250juta 15%
> Rp 250- 500 juta 25%
>Rp 500 juta - 5 miliar 30%
>Rp 5 miliar 35%

Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Badan

Tahun Dasar Hukum &
Belakunya Tarif | PPh Badan Tarif PPh Badan Keterangan
UU No. 36 Tarif sebagaimana dimaksud pada UU
b Tahun 2008 5 tersebut mulai berlaku hingga tahun pajak
4010 =2040 Pasal 17 ayat e 2020 dan berakhir dengan dikeluarkannya
(2) huruf a UU No. 2 Tahun 2020
Dengan diterbitkannya UU tersebut, tarif}
UU No. 2 Tahun PPh Badan sebagaimana yang tertera
2020 - 2021 2020 Pasal 5 22% dalam UU PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b
ayat (1) huruf a mengalami penurunan yang berlaku pada
tahun pajak 2020 dan 2021
Dengan diterbitkannya UU tersebut, tarif
UU No. 2 Tahun PPh Badan sebagaimana yang tertera
2022 2020 Pasal 5 20% dalam UU PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b
ayat (1) huruf b mengalami penurunan yang berlaku pada
tahun pajak 2022

SP/FAC/005 Rev.00

Paraf:




No. Document : SP/FAC/005

STANDAR PROSEDUR No. Revisi : 00

Standard Procedure Tanggal Terbit : 31 Juli 2023

Halaman : 8 dari 15

Mitra Solusi Logistik

PAJAK

Ketentuan Khusus

UU No. 36
Tahun 2008
Pasal 31 huruf E

2008 s.d. waktu
yang ditentukan

WPDN badan dapat
memperoleh

fasilitas penguranga
n tarif sebesar
50% dari tarif pada
UU No. 36 Tahun
2008 pasal 17 ayat
(2) huruf b

Adapun Wajib Pajak badan dalam negeri
yang menerima fasilitas ini ialah WPDN
badan yang memiliki peredaran bruto
sampai dengan Rp 50 miliar vyang
dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari
bagian peredaran bruto sampai dengan Rp
4,8 miliar yang ketentuannya diatur lebih
lanjut ke dalam SE 02 Tahun|
2015 dengan beberapa poin penting yakni:

1. Peredaran bruto yang dimaksud ialah
semua penghasilan yang diterima dan/atau
diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar
kegiatan usaha, setelah dikurangi retur dan
pengurangan penjualan serta potongan
tunai dalam  tahun pajak  yang
bersangkutan, sebelum dikurangi biaya 3M,
baik yang berasal dari Indonesia maupun
luar Indonesia.

2. Fasilitas pengurang tarif berlaku untuk
penghitungan PPh terutang atas PKP yang
berasal dari penghasilan yang bersifat non
final.

SP/FAC/005 Rev.00
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2020 s.d. waktu
yang ditentukan

UU No. 2 Tahun
2020 Pasal 5
ayat (2)

WPDN badan dapat
memperoleh tarif
3% lebih

rendah dari tarif

pada UU No. 2 Tahun|2020 Pasal 5 ayat (2) adalah:

2020 pasal 5 ayat (1)
huruf adan b

Adapun Wajib Pajak badan dalam negeri
yang dimaksud dalam UU No. 2 Tahun

a. Berbentuk Perseroan Terbatas

b. Dengan jumlah keseluruhan saham yang
disetor diperdagangkan pada bursa efek di
Indonesia paling sedikit 40%; dan

c. Memenuhi persyaratan tertentu, yang
sebagaimana diatur dalam PP No.30|
Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2) yakni:

1. Saham yang dimaksud dalam UU No. 2
Tahun 2020 ayat (2) huruf b harus dimiliki
oleh paling sedikit 300 pihak;

2. Masing-masing pihak sebagaimana
dimaksud di atas hanya boleh memiliki
saham kurang dari 5% dari keseluruhan
saham vyang ditempatkan dan disetor
penuh;

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
UU No. 2 Tahun 2020 ayat (2) huruf a dan
b harus dipenuhi dalam jangka waktu
paling singkat 183 hari kalender dalam
jangka waktu satu tahun pajak.

4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,
dan huruf c dilakukan oleh Wajib Pajak
Perseroan Terbuka dengan menyampaikan
laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

SP/FAC/005 Rev.00
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V. BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK

Pelaporan SPT memiliki tenggat untuk setiap jenis SPT. Berikut ini daftar waktu
pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak:

Batas Pembayaran (Paling Lambat) Batas Pelaporan
Mo Joks R atuk (Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014) | Undang-Undang di bidang
Perpajakan
1 |PPh pasal 4 (2) setor sendiri [tgl 15 bulen berkutnya tgl 20 bulan berikutnya
2 |PPh pasal 4 (2) pemotongan |tgl 10 bulan berkutnya tgl 20 bulan berkutnya
3 |PPh pasal 15 setor sendiri tgl 15 bulan berkutnya tgl 20 bulan berikutnya
4 |PPh pasal 15 pemotongan tgl 10 bulan berikutnya tgl 20 bulan berkutnya
5 |PPh pasal 21 tgl 10 bulan berkutnya tgl 20 bulan berkutnya
6 |PPh pasal 23/26 tgl 10 bulan berikutnya tal 20 bulan berkutnya
7 _|PPh pasal 25 tgl 15 bulan berikutnya tgl 20 bulan berkutnya
8 |[PPh pasal 22 mpor setor saat penyelesaian dokumen PIB
sendiri (diunasi bersamaan
dengan bea masuk, PPN,
PPNBM)
9 |PPh pasal 22 mpor yang 1 hari kerja berikutnya hari kerja terakhir minggu berkutnya
pemungutan oleh BC
10 |PPh pasal 22 pemungutan hari yang sama dengan pembayaran 14 hari setelbh masa pajak berakhir
okeh bendaharawan atas penyerahan barang
11 |PPh pasal 22 migas tgl 10 bulan berkutnya tgl 20 bulan berikutnya
12 |PPh pasal 22 pemungutan tgl 10 bulan berikutnya tagl 20 bulan berkutnya
olkeh WP badan tertentu
13 [PPN & PPnBM akhir bulan berkutnya setebh masa akhir bulan berikutnya setelah masa
pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN|pajak berakhir
disampaikan
14 |PPN atas kegiatan tgl 15 bulan berkutnya setelah Masa akhir buln berikutnya setelbh masa
membangun sendiri Pajak berakhir pajak berakhir
15 |PPN atas pemanfaatan BKP |tgl 15 bulan berikutnya setelah saat akhir bulan berkutnya setelah masa
tidak berwujud dan/atau JKP |terutangnya pajak pajak berakhir
dari Luar Daerah Pabean
16 [PPN & PPnBM Pemungutan |tgl 7 bulan berkutnya akhir bulan berikutnya setelah masa
Bendaharawan pajak berakhir
17 |PPN dan/atau PPnBM harus disetor pada hari yang sama
pemungutan okh Pejabat dengan pelaksanaan pembayaran
Penandatanganan Surat kepada PKP Rekanan Pemerintah mekalui
Perintah Membayar sebagai |KPPN
Pemungutan PPN
18 |PPN & PPnBM Pemungutan [tgl 15 bulan berikutnya setebh Masa akhir bulan berikutnya setelah masa
selin bendaharawan Pajak berakhir pajak berakhir
19 |PPh 25 WP kriteria tertentu  |harus dibayar paing lama pada akhir 20 hari setelah berakhirnya Masa
yang dapat melaporkan Masa Pajak terakhir Pajak terakhir
beberapa Masa Pajak dalam
satu SPT Masa (Pasal 3 ayat
(3B) UU KUP)
20 |Pembayaran masa sekin PPh |harus dbayar paing lama sesuai dengan |20 hari setelah berakhimya Masa
25 WP kriteria tertentu yang |batas waktu untuk masing-masing jenis |Pajak terakhir
dapat melaporkan beberapa |pajak
Masa Pajak dalam satu SPT
Masa (Pasal 3 ayat (3B) UU
KUP)

SP/FAC/005 Rev.00
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No. Document : SP/FAC/005

STANDAR PROSEDUR No. Revisi : 00

Standard Procedure Tanggal Terbit : 31 Juli 2023
Halaman : 11 dari 15

Mitra Solusi Logistik

PAJAK

' No | SPT Tahunari"_

 Tenggat '

1 PPh Orang Pribadi

Akhir bulan setelah berakhirnya tahun atau 'l
bagian tahun pajak

2 PPh Badan

| Akhir bulan keempat setelah berakhirnya "
 tahun atau bagian tahun pajak

Sanksi Keterlambatan Pelaporan Pajak

No Jenis Pajak Tenggat

1 |SPT Masa PPN Rp 500.000
2 |SPT Masa Lainnya Rp 100.000
3 |SPT Tahunan PPh Orang Pribadi | Rp 100.000
4 |SPT Tahunan Badan Rp  1.000.000

Pribadi (OP)

Tahun Pajak

kalender.

e Dikecualikan dari
yang dalam satu
neto tidak melebihi

Tahun Pajak

kalender.

1. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang

a. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir

e Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun

kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP
tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

b. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh
harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

2. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
a. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir

e Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun

b. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh
harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

SP/FAC/005 Rev.00
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No. Document : SP/FAC/005

STANDAR PROSEDUR No. Revisi 200 L
Standard Procedure Tanggal Terbit : 31 Juli 2023

Halaman : 12 dari 15

Mitra Solusi Logistik PAJAK

3. Untuk SPT Masa

a. Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir
Tahun Pajak.

b. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-
masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya
pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

c. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk
SPT Masa, vaitu :

1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur
termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat
dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari
sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja
berikutnya.

3. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan
Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

d. Ketentuan terkait SPT Masa PPh Pasal 25 :

1. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah :
e WP OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjan bebas.
e WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh
penghasilan neto tidak melebihi PTKP (kepada WP ini juga dikecualikan dari
kewajiban menyampaikan SPT Tahunan)

2. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 melalui bank persepsi
atau kantor pos persepsi dengan sistem pembayaran secara online dan Surat
Setoran Pajak (SSP)-nya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi
Pembayaran Negara (NTPN), maka

SPT Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan
tanggal validasi yang tercantum pada SSP

TH

SP/FAC/005 Rev.00




Mitra Solusi Logistik

No. Document : SP/FAC/005

STANDAR PROSEDUR No. Revisi : 00
Standard Procedure Tanggal Terbit : 31 Juli 2023
Halaman : 13 dari 15

PAJAK

VI. FLOWCHART PELAKSANAAN TATA KELOLA PAJAK

1. Flowchart Proses Pembuatan e-Faktur Pajak

No

Pelaksana Mutu Baku

Aktifitas

Tax Accounting Aplikasi Lawan
Management | Manager |e-Faktur Pajak| Transaksi Sysrot/Nalongkapen| Outpel

Tax Management Analyst menerma
surat pengajuan permohonan
pembuatan e-Faktur Pajak dari Regional|
serta diengkapi dengan invoice/taghan
dan Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)

Setebh di verfikasi okh Accounts
Manager, seknjutnya Tax Managemen:
Analst mengnput Faktur  Pajak|

bedasarkan  Invoice/Taghan  dan
Kontrak/Surat Perntah Kera (SPK),
serta mengupbad faktur pajak pada
aplkasi e-Faktur Pajak

2 |Tax Management Analyst]
menyampaikan surat pengajuan N
permohonan  pembuatan  e-Faktur] ===} ] ::ﬁoinn%?uan Data
Paj;:md:ar; me;nentadaverﬂ:ﬂ seita s pembuatan e-Faktur  |Perhtungan
Pl b2 o Pajak dan Pajak
Manager

3 Invoice/Taghan

Setebh  selesai  dupload,  Tax]
Management Anayst mendstrbuskan
e-Faktur Pajak yang tebh dbuat kepada
Bwan transaksi dan mengarspkan

faktur-faktur yang tebh dibuat

b : N | Faktur Pajak

SP/FAC/005 Rev.00
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2. Flowchart Proses Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Pelaksana Mutu Baku
. Mt mmum Finance Manager | Accounting Manager| Finance Staff Aplikasi DIP OnlinelSyarat/Kelengkapan|  Output
Analyst

e || eI
m Yamntpaﬁﬁ;‘;':dv A Pembertahuan (SFT) Pajek, berupa

2 [Accounting Marager menyerahian e
perhtungan peﬁg}aran paiak ghum'm'ggm ?;ﬂ_ri;ertauan
kepada Fnance Manager Th S Pemberkahuan (SPT)

3 |Setesh di verfiasi, Finance
Mareger meninta kepada France Voucher Pengetaran [0
93/ untuk membuat voucher e Kas dan Buid ORI
pengeliaran dan diskukan proses i T Penerinzan Negara :ﬁ;:m
gﬁ;ﬁ;v;ran secara onine ke Bank (BPN) Negara (BPN)

4 |Fnance Saff mengrimkan Bukt Bukdi
o O e A pasrecran  mar
engrces epom ok | D Negara (BPN)

5 |Tax Management Anajst S
memproses pelaporan pajak pada ==L Ll : = | ST Masa PPh 2, PPh ;
apiasi DIP Cnine dan PPN pada L 3 petrelcanpey (Do PaRK
Apliasi Web eFaktur Pajak .4,

6 |DIP Onine menerbikan Bukdi i
Peneiaach Eionk (FVE) sebeol - Dy B | B ST Masa P02, o (0
g“"“ﬂ;ﬂ‘g&n 23, PP Fraldan PN P ol
|bukdi Bporan pajak tersebut
VII.DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2. Dokumen lain-lain

VIII. LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Pembuatan e-Faktur Pajak (FR/FAC/005/01)

2.  e-Faktur Pajak PPN (FR/FAC/005/02)

3.  Bukti Pengeluaran Kas : Voucher Putih (FR/FAC/005/03)

4.  Bukti Penerimaan Negara (BPN) (FR/FAC/005/04).

5. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN Masa)
(Formulir 1111) (FR/FAC/005/05)

6. Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (Formulir 1111 AB)
(FR/FAC/005/06)

7. Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan/atau JKP
(Formulir 1111 A1) (FR/FAC/005/07)

8. Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur
Pajak (Formulir 1111 A2) (FR/FAC/005/08)

9. Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Atas Impor BKP dan

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud /JKP Dari Luar Daerah Pabean

SP/FAC/005 Rev.00

(Formulir 1111 B1) (FR/FAC/005/09)
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Halaman : 15 dari 15
Mitra Solusi Logistik P AJ AK
10. Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Atas Perolehan BKP/JKP

Dalam Negeri (Formulir 1111 B2) (FR/FAC/005/010)

Daftar Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan Atau Yang
Mendapatkan Fasilitas (Formulir 1111 B3) (FR/FAC/005/011)

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Penyampaian SPT Elektronik ke
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (FR/FAC/005/012)

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26 (Formulir 1721) (FR/FAC/005/013)

Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Formulir 1721-I)
(FR/FAC/005/014)

Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau
Pasal 26 (Formulir 1721-1I) (FR/FAC/005/015)

Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) (Formulir
1721-III) (FR/FAC/005/016)

Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk)
untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) dan/atau Pasal 26
(Formulir 1721-1V) (FR/FAC/005/017)

Daftar Biaya (Formulir 1721- V) (FR/FAC/005/018)

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau
Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala
(Formulir 1721-A1) (FR/FAC/005/019)

Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2) (PPh Final) dan
Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23 (PPh Tidak Final)
(FR/FAC/005/020)

SP/FAC/005 Rev.00
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Lampiran 1: Surat Permohonan Pembuatan e-Faktur Pajak

SURAT PERMOHONAN
PEMBUATAN e-FAKTUR PAJAK
NO: SUFBE s iinnivivsimmsivasivissisding
Regional/Cabang/Perwakilan. ........ccorssmvemsmmursmnsiensssnsmnnnn

Bersama ini kami mengajukan pembuatan e-faktur pajak yang terdiri dari:

No No. Debit Nota/Invoice | DPP PPN Keterangan

Persetujuan Pembuatan

Kadiv. Keuangan & | Bagian Pajak Pemohon
Akuntansi

Catatan:
Setiap pengajuan untuk pembuatan e-faktur pajak harus dilampirkan dengan

dokumen pendukung berupa
1. Fotocopy Debit Nota /Invoice/Faktur Penjualan
2. Draft Faktur Pajak

FR/FAC/005/01 Rev.00




Lampiran 2 : e-Faktur Pajak PPN

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-23.45025102

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSEROQ)

Alamat : KOMPLEK PERKANTORAN PLAZA PASIFIK. JL BOULEVARD BARAT RAYABLOKB1NO135&7,
JAKARTA UTARA

NPWP : 01.000.493.5-093.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT Bayu Segara Nusantara Bali

Alamat : Crea Building. Blue Tower Lantai 2, Kompleks ITDC Tourism & Business, Kavling C4, Nusa Dua Blok B No.206
RT:000 RW:000 Kel.Benua Kec.Kuta Selatan Kota/Kab.Bandung Bali Denpasar 80362

NPWP : 62.794.317.8-905.000

< . Harga JualiPenggantian/Uang
No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Muka/Termin
Tagihan time charter TB. Emily BG. Grace Periode bulan Juni 2023, sesuai
1 kontrak A.625/HK.503/A.1 1.530612.245,00
Rp 1.530.612.245 x 1
Harga Jual / Penggantian 1.530.612.245,.00
Dikurangi Potongan Harga 0.00
Dikurangi Uang Muka 0,00
Dasar Pengenaan Pajak 1.530.612.245,00
Total PPN 168.367.347,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0.00
Sesuai dengan yang beriaku, Di Pajak gatur bahwa Fakiur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga

tidak diperlukan tanda tanaan basah pada Fakiur Pajak ini.
JAKARTA UTARA, 08 Juni 2023

Adi Nugroho
FPY00SUANG/VTP-PSTI06/2023

PEMBERI TAMUAN Faitur Fagak ini telah tslaporkan ke Dwekion Jenderal Pajk dan leth memperoleh persehauan ses ua 1dari 1
dengan ketentuan peralurin pefpapkan yang berai. PERNGATAN FHF yarg menecbithan Fakiur Pagsh yang lidak sesual

dengan keadasn yang danatau Pasal 13 ayat (8) UL PPN dikenai sanks:

sesuni dengan Pasal 14 ayat 4) UU KUP

FR/FAC/005/02 Rev.00
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Lampiran 3 : Bukti Pengeluaran Kas: Voucher Putih

PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO) BUKTI PENGELUARAN
VT P KANTOR PUSAT
JENIS USAHA
— . TANGGAL
Nomor
Dibayarkan Melalui
NO. REFERENSI DETAIL KODE REK JUMLAH
Terbilang
Keterangan -
Lampiran g
PARAF Tanda Tangan
SETUJU DIBAYAR DIAJUKAN
Direktur Kadiv.Keu Kabag.Keu Kadiv.Ybs Kabag.Ybs Kasir Yang Menerima

FR/FAC/005/03 Rev. 00




Lampiran 4: Bukti Penerimaan Negara (BPN)

L
mandin KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLK INDONESIA

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Pajak

Dala Pembayaran
Tanggs dan Jam Bayw
Tanggal Buky

Kode Cabang Bark

Data Setoran

Fode Blng
NPWP

Nama Waph Pagah
Adamat

Npwp Penystor
Fata

Nomor Objek Pajak
Mata Anggaran
Jens Seloran

Jurrian
Tertalang

Nomor Ketapan
Jenis Ketotapan
Masa Pajak
Tanun Pamak

o Rl

Externded Payment Detad

- OTOTE023 140019 NTE
1ot NTPN
‘ooa STAN

- 127835157 713026

- 0100045093000

. VARUNA TIHTA PRAKASYA

. GEDUNG MAWAR - SBUKAWASAN CAKLNG KOMPLEK KBN,
- 010004535093000

. 0000DO000000000000

411211 - PPN Dalam Negen

. 100 - Masa

552,246 054.00 Mata Uang - DR

Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Puluh Empat Rupiah

D00C00000000000

Mo - Mes
- 2023
SPT PPN Masa Me 2023 PT Varura Tia Prakssya

SPT PPN Masa Mo 2023 PT Varuna Tita Prakasya

and no al

Thsisa gener med

Informas in hasil

_:hn M-‘ 'Im tangan

FR/FAC/005/04 Rev.00
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Lampiran Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Lampiran 5: SPT Masa PPN (Formulir 1111)

(SPT MASA PPN)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

FORMULIR 1111

“‘!“‘!Emmm Blacatan mrietsh satuns Buns Punjun Pangoien SPT Mam S5, os e % dutern || yurg semes 'ﬁ‘.ﬂ?‘l | ]
SLALEA P 3 elmam -
AL AMLAT wana - - T B wat
= — —— — W e
TEL EPON "w s s e - 13 )} [] wajis PPaaM

1. PENY ERAHAN BARANG DAN JASA pep e
A Torutang PPN
T Erapaor @’b

E z vang v harus — Oome o

rd 2 Pe wang PEN-cya s NS "o

‘s A Pompranan yang PRS-y tims Seerugut @Ib o

& g amn Py E&: Hu

g Juminh (LAY *LAZ s LA S LAS . LAS) Ap. R

= B Titak Terutang PEN Rp.

5 C Jumish Seluruh Peryorahan A « LE) Hp

g 1. PENGHI PPN KL BAYAR/LEGIH BAYAR

E‘ iy A Pagak Keluaran yang hans Spungut sendin {Asriss PPN pada LA Z) E)lh

Ni B PPN setor dmula dstam Mass Pk yang sama Ao

.g : T Pagak A ¥ G fagpad g ] E)"f-

’g# D PPN trang stac (et ) bayar {ILA - 1.8 -0.C) L

gg E PPN rang alsu (letsh) bay ar pada SPT yang ditbetuiuen R,

%% F. PPN sumang alau (b)) bayer karns pemtetdan (1.0 - 1L E) "o

- G PEN mrang bayar Sluras anggal - - {dmumey vy NTPN =

H PPN lobih bays pada
g .1 [ JButr 8.0 (Disi cintaen hat SPT Bukan Rembatstan 12[ Joaean  atas [] eeteritr  (ousi catam nat SPT Pematian)
1.5 ety 21 [] #%P Passt 5 ayet (30) PPN au 22 [] Selain P Pasal 9 ayat (40) 2PN
:! & dmirta wnkdk 3 Eammmumnpq-mma atau D Diomgensashanke MasaPajak -

1 32 [ ] Daertathan (Restus) """
5 Mrusus Restiusi ot PR ©
1= Pasal 1TC KUP  clalukandengan: [ |Prosecur Basa st Eww
] dau Fasmsl 17D KUP clalumancengan: | |Prosecw Sase  ate Pengertatian Pendatukuan
; s Dpn-l B ayal (4} PPN ddatus o Sengan Pengemtate- Serdarutuen
I'1 . PPN TERUTANG ATAS ™)
A Juriat Dasar Pongonaan Pugsk Ap
&3 1 B PPN Torutang £
.,E. C. Diurasi Tanggal - - -y NTPN
o 2 V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKS!
_g' A BEN yong weit dbay s kembel o
g‘ B Diunasi Tanggal - - 3wyl NTPN
= V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWA
= A PEASA yang favus doungul senan D m
§ . B PPolM Ssetor Smuka dalsm Masa Pajek yang sama .
j_, C PPrBM wrang sty (ets) bayar (VA - V) [
53 D PPABM krang da (ki) bayer pade SPT yang Stwtfan o
; 3 £ PPrBM kerang slau (lote) bayar karena peerSetdan (V.C - V.0 A
g F. PPnBM lrung bayar dilunasi tangoel - = ey NTPN :
51* Vi KELENGKAPAN SPT
gii [] Formuste 1321 2 Clromaennae [ Jroms mnee []ssren fombar [ ] Surst Kussa ks
[ Fommuse 310220 [ Jromuse e [ Jromarmiies [ ]se peamu temvar [ ] ep—
5 = (ad Ty yyy)
AAN - PenguewsFussas
gg«m‘rgxmé SEPENUHNYA AKAN SEGALA ANBATNYA, Tonn S
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA e
AITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRANLAMPERANNYA M Setas
ADALAM BENAR, LENGKAP. JELAS DAN TIDAK BERSYARAT = Satiaten
Cap Perusatman .

F1231204
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Lampiran 6 : Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (Formulir 111 AB)

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN I il SO [
NAMAPHP : “_ﬁi"_ BN e mm-mmeyyyy)
PP - 3 Peenbetan K : { )
URAIAN | DPP(Rupiah) | PPNRupiah) [ PPBM (Ruiah)
|. Rekapitulasi Penyerahan
A |Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak BerwujudiJKP )| |
B. |Penyerahan Dalam Negeri

1. Penyerahan Dalam Negen dengan Fakiur Paak yang Tidak Digunggung

2. Penyetahan Dalam Negen dengan Faklur Paak yang Digunggung

o

Rincian Penyerahan Dalam Negeri

1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPrMnya harus dipungut sendin
{durian] .1 dengan Faitur Pags Wode 0104 05 dan 06 dtambet LB D)

2. Penvyerahan yang PPN alau PPN dan PPr-nya dpungut oleh Pemungut PPN

3. Penyerahan yang PPN alau PPN dan PPrilknya bdak dpungut
Lariah | B! gengan Faiur Pas ooe O7)

4P han yang dbebaskan dan pengenaan PPN atau PPN dan PPrEM
bt | 8 deogan Fac Pam ke 05)

(D

L

[2)

artah | B! dengan P o Kode (0 g 03} L=/
3

©

Il. Rekapitulasi Perolehan

A Imgor BKP, Pemantastan BXP Tidak Betataud das Luse Daerst Patean, dan Perantantan 3P D
* | da Lusar Diaeenh Paban Yang Phbnya Dapat Dicedtian §

B. | Perokehan BKPIKP dan Dalam Negeri Yang Phd-nya Dapat Dikreitan @
(¢, | o stas Prrciehan Yang Pl-nya Telsk Digsat Dikrmdilian danidau epor st Fomietin Yang. [,
* | Merdagot Fasitas 183/

D. { Jumiah Perolehan (LA + LB +1.C)

L. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. | Pajah Masukan sl Perolehan yang Dapal Dikreditkan ( LA+ B8 )

B. | Pajak Masuan Lainnya

1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pagh sebelumnya

2K

p kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mmryyyy)

3. Hasil Penghitungan Kembali Pak Masukan yang telah dikredian sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
4. Jumiah (§LB.1+ B2+ HLB.3}

AREA STAFLES  ARGA STAFLES ANEASTAFLES ANEA STASLES ANEASTAFLES ANEASTASLES AREASTAMLES ASEA STAFLES ANEASTAPLES ANEA STAPLES  AREA STAPLES

C. | Jumiah Pajak Masuikan yang Dapat Diperhitungkan (ILA + BLB 4 B)

birsar

FR/FAC/005/06 Rev.00



Lampiran 7 : Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud,
dan/atau JKP (Formulir 1111 A1)

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DANATAU JKP |, fORMLR 1A "™
g HAMAPHP © s s (mem-mm-yyyy)
g _.‘f’-’s? H 1 ’ Fembetulan Ke { ]
EIN" Nmpmnammmmﬁwm ngohlmeﬂ Tenmum — {R?:i:m Keterangan
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JUMLAH Ay

Dilizm
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Lampiran 8 : Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan
Faktur Pajak (Formulir 1111 A2)

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK = Loaiﬂ"ﬁ,ﬂfiﬁmm D:.
E SALR AP MASH e [mmmw!
} PP Pertetuan He ( )
Nama Pembali BKPPensrma Faiur Pagslioeumen Taranty/ DPP PPIaM
5'"" iy | R et | ST P B | T | e
il
HE
B
i,
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i 1
8|15
i
i 1.
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i
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i 2
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i
JUMLAH )
pirnm
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Lampiran 9 : Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Atas Impor BKP

dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP Dari Luar Daerah
Pabean (Formulir 1111 B1)

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUDUKP DARI LUAR DAERAH PABEAN

FORMULIR 1111 B1

(B tedah ada bansaks Mdax podu dlamprian) .]

Mass

(mem-mm-yyyy)

Pambetulan Ke :

2
i
t

Dokumen Tertentu

Nomor

i

DPP
(Rupiah)

PPN
{Rupiah)

PPnBM
(Rupiah)

Keterangan

w |l |~ e | Jes [rao | —

AREA BTAPLES AREASTAFLES ARMCA BTAFLES ASEA ATAFLES ASEA STAFLES

-
@

AREASTAFLEN  ARA

3]
©h

JUMLAH

Dranm

FR/FAC/005/09 Rev.00



Lampiran 10 : Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan
Atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (Formulir 1111 B2)

|
| DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKPIJKP DALAM NEGER! | ,, FORMULR1I1B2 "I
g NAVR PP = L i) (mmmm-pyyy)
I e - Perbetulan Ke I )
Nama Peryual BIP/ Fartur Pyjalongmaen Tty PP PPN PPIEN :
' NPWP _ s : o danho Ses Faut Pk
g \Nu s Kade dan Nomor Ser s, (Rupiah) (Rupiah) |  (Rupiah) Yarg DgakDrett
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g 15
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i 17
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Lampiran 11 : Daftar Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan Atau Yang
Mendapatkan Fasilitas (Formulir 1111 B3)

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS |, JORMULRTITBI Iy

HAMAPYP u [*]
i NPWP 1 x : :mm% l.___ }immmmﬁ
| T [ by bt NPWP oy oPp PPN PPABM | Koo dan Mo, Ses P Pank
{ iy otedmhonarsei | B9 | Rwed) | Rpa) | Rupan) | vesOmstrs
il
1|2
§ 3
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HE
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s

JUMLAH 1)

bramn

FR/FAC/005/011 Rev.00
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Lampiran 12 : Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Penyampaian SPT Elektronik
ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penyampaian SPT Elektronik
i€ Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
NPWP : 010004935093000
Tahun Pajak : 2023
Masa Pajak : 5/5
Jenis SPT: PPN1111
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal ; 552.246.054
Tanggal Penyampaian : 07/07/2023
Nomor Tanda Terima Elektronik : 25935706025230079317
Terima kasih telah menvampaikan Lanoran SPT Anda

FR/FAC/005/012 Rev.00



Lampiran untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa

Lampiran 13 : Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan
Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721)

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
Formulir ini digunakan untuk melaporkan
P gan Pajak Peng Pasal 21
Pasal 26

KEMENTERLAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

mOoocd
FORMULIR 1721

Bacalah ni

MASA PAJAK - o
T
FRADE T A X -

= 1
LITFe

rmwm =yl

SUMLAM LEMBAR 85T

" LAMP AN
O P TUGAS)

A.IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP = - a
2. NAMA
3 ALAMAT

4. NO. TELEPON 5 EMAIL

B. OBJEK PAJAK

e
HOOT O ST = = JUMLAH PENGHASILAN SJUMLAM P AJAK
= IMA PENGHASILAN T N R,
Neo PENERIMA PENGHASIL PAIAK ot BRUTO (Rp) DIFOTONG (Rp)
(1] (] o L] (2] L]
1 FPEGAWAI TETAP Z1-100-01
2. FPENE RIMA PENSIUN BERKALA Z1-100-02
3 PEGAWAI TIDAK TETAR ATAL TENAGA KERJA LEPAS 21-100-03
“ BUKAN PE GAVAI
4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM) 21-100-04
4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI 21-100-0%
4c. FPEMNJAJA BARANG DAGAMNGAN 21-100-08
4d. TENAGA AHLI 21-100-07
ap DUAN PEGAWAT YANG MENERIIA BALALRN TANG. 21-100-08
L BERSIFAT BERKESPAMILPGAN i
4y DLBGAN PEGAVWAI VAN MENEFILIA MABALAN ¥ AND %0008
TICAK BERSE AT BERME SIRAMIELNGAN e
s A0 TA DEVE AN FORELAR I ATAL DE VAN PLNGAVIAS TANS 2110010
TESAK ME RANGRAT SEDASA FEGAVAT TE TAP < *
s BLANTAN PLGAWA FANG MENE FIA JASA FRODURSE, TANTE M, 21-100-11
EORIS ATAL IMTLAL AR LARE 7
7 PG RG] ¥ ARG MELARLFAN PEPARIAN DANA PINGILN 21-100-12
a8 PESERTA KEGIATAN 21-100- 13
PLNE RRAA PL NHASILAN ¥ ANG DIFGT MG P PABAL 31 TR =
oy FRGAL LAY A ST
PLGANAWEMIER] LA SRS TSR TA REGIATANDT MERIA PINSIN] o o
10 | nEmes s SEDAGA WA PAAK & Lse RESERI N
11 SJURLAKR (FEMJLBILARMAN ANGNA 1 5 DIO)
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DANJATAU PASAL 26 YANG KURANG (LE BiH) DISETOR JUMLAH (Rp)
12 STP PFh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PA JAK)
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAL PASAL 26 DARI
s wemee LI ICACICICICCICICOCI0C]
a1 - @ o o: @ or os ov =) 11 [T LI TP T———r——
14 JUMLUAKM (AnNGsA 12 « Aremsa 13)
15 FPn PASAL 21 DANIATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (AsGra 19 HOLOM 8 - ANGHA "y
LS TR FENCESAAN PADA ANG A 18§ 1T APLRE A ST PSR TLEAS D8 Al TAL FADM AR VI ASAINLS S | SSE OIS T 'y
16 PP PASAL 21 DAN/ATAL PASAL 26 YANG KURANG (LESIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULAN
CPINDAAN CUAR IAGIAN B ANGIA 15 AR 55T ¥ANG DEE TLIL KAN)
" PPRPASAL 21 DANIATAL PASAL 268 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARE MNA PEMBETULAN
LANIGIUA 15 - ANCIA 18]
18 KELEBIHAN SETOR PADA ANGHA 15 ATALI ANGHKA 17 AKAN DIOMPENSAS BAN KE MASA PASAK (mvn - yywy) -
P - —
= HALAMAN 1

Q

e



omoo
[ NPWP PEMOTONG : - . FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

JUMLAH

NO PENERIWA PENGHASILAN xogeﬂa&;r:x BENERIMA me;;:ﬁgu;m)s:mm JUMLAH PM:K DIPOTONG
PENGHASILAN e b
(N [F1) 3 ) 5 (1]
1 :E:f::.:;:SUANG PESANGON YANG NIEAYAFICAN 21-401-01

PENE RRLA UANG WANFAAT P ENG AP, TUMIANGAN AT TUA
ATAL JAMIPLAN A A DAN PEMBAYARAN SE JENIS YANG 2140102
CREAY ARFAN SERALGUS

N

FPELABAT NEGARA, PEGAVON NEGERI SIPL, ANGGOTA TNSOLR)
3 DAN PENERINARN TANG VN FIMA HOMO ARSI AN RIDAL AN 21-402-01
LARY YANG THEE BANCAN S EPADA oL UANGAN NEGARATA LRAMN

PENERBAA PENGHASE AN YANG DIPOTONG PPh PASAL St
* 21 FINAL LAINNYA 21-499.99
-1 JUMLAH BAGIAN C FiNiMLAHAN ANGSA 1 50 5

D. LAMPIRAN

El 1 FORMULIR 1721 -1 LEMBAR I:l & Fommulr 1721 -1V LEMBAR
AU Salu Vass Pags )
D Z  FORMULIR 1721-1 i El & Formulr 1721 -V
(UnLe Satu Talun Py s
D 3 FORMULIR 1721- 1 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU .
cenean | ] BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pt S
I:I 4 FORMULIR 1721-1 — D £ SURAT KUASA KHUSUS
E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG
e e —
Duvgaumanmunsw:nmn;aum!segdnaiumm?a' W sarnk kSe Sem LA gan ketent yang . Saya me i
bahwa apa yang kelah saya benthukan di atas beserta Wmprandsnps annya adalah bene ., engkap dan jelas
1 D PREMOIIONG: D HUASA 6. TANDA TANGAN
2. NPWP 5 s
3. NAMA
4. TANGGAL rt & (8 - mem - yyyy)
5 TEMPAT
== =]
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Lampiran 14 : Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Formulir 1721-I)

KEMENTERIAN KEUANGAN R
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HAR! TUAIJAMINAN HARS TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

MASA PAIAK
ooy

D SATUMAGAPARL
. DS!T.?W\‘U'

KPP PEMOTONG

£
ooea

FORMULR 1721 |

Lembar fe-turr KPP |
Lemtay be-2unka Pemong |

A | PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSKIN ATAL THTIJHT SERTA PKS, ANGGOTA THIPOLR, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIH PENGHASLAN TIDAK KENAPALAK TP
BUKTI PEMOTONGAN wmet | xooe |}
" NPwP NAMA nut:muma. e M oo cporonG () | rerocesan | neoku |:
NOMOR TANGGAL (dd - mun - yyyy) u PENGHASILAN | Dowistl ||
[ ) ] [ [ # m ® m ")
1
L
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1
u
1.
"
|
JUMLAH APEnumamsn sGea 1 50 MGiA 29
PECAWA TETAP DA PENERIMA PENSIUN ATAL THTLHT SERTA NS, ANGGOTA TNIPOLRL PEABAT NEGARA
DAN PENSINANNT A YANG PENGHASLLANNYA TIOAK MELES® PTHP ORANG :
€ |FOTAL LJUNLAH A+ B)
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Lampiran 15 : Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final)
dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721-II)

] &
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ooom
DANIATAU PASAL 26
Formuly ind digunakan untuk melpork gan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formuir 171141 FORMULIR 17241
Lembar - 1unin KFP
KEMENTERIAN KEUANGAN RI | MasA PAsA Lambar ke-2unik Pemaiong
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | frwn - ] NPWP PEMOTONG
BUKTI PEMOTONGAN K00E
) NwP NAMA “?&ﬂ ut;a;r?nmm PP DIPOTONG (Rl | KEGARA
NOMOR TANGGAL {dd - mun.- yyyy) el oousiL ||
] ) ] [ ® L] m # ®
i
[}
i
]
1
i
17
)
JUMLAH PENILMLAHAN ANGKA | .01 ANGHA 20 ]
= i

FR/FAC/005/015 Rev.00



Lampiran 16 : Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final)
(Formulir 1721-III)

FR/FAC/005/016 Rev.00

] ]
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 [ | [uln]
(FINAL) '
Formudir ini dig untuk melapork gan PPh dengan bukll pemotongan menggunakan formulr 1721V FORMILR 240
Lambar - unik KPP
KEMENTERIAN KEUANGAN I | MASA PAK Lemba we-Lurits Pemotng
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. | jowa- ) NPWP PEMOTONG -
BUKTI PEMOTONGAN
) KPP NAlA '°:E°TE" AR ER LAY PP DPOTONG (Ry)
NOMOR TANGGAL {0 - mam - pyyy) A BRUTO Rel
" o o " (-] (] M (]
'
b1
"
1
JUMLAH PENJUMLAHAN ANGKA 15D ANGKA )
] [ §



Lampiran 17 : Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti
Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 (Final) dan/atau Pasal 26

(Formulir 1721-1V)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)
UNTUK PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
DAN/ATAU PASAL 28

..
FORMULIR 1721 - IV

Lombar k-1 - unduk KPP
Lombar wo-2 - uuk Pomatong

MASA PALAK

S NPWP PEMOTONG
Na :‘?;im -;?':‘3:.-'"- “‘;‘—“s?:::'{"“ ";‘* NTPN/NOMOR BUKTI Pbk JUMLAH PPh DISETOR KET.
™ @) @) @ ) [ ()
1
3
-

s
6
T
-]
9
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1"
=2
13
14
15
16
17
148
10
20
JUMLAH (PESIUMSL Aruin DAGIAN ANGSA 1 5 D ANGHA 1)
KETERAMNGAN
HOLOM (7) DES| DE NG AN ARIGHA
o UNTUK SSP
1 UNTUK SSP PPh PASAL 21 (NTANGGUNG PEMERINTAH
2 UNTUK BUST Pos
= ==

FR/FAC/005/017 Rev.00

29



Lampiran 18 : Daftar Biaya (Formulir 1721- V)

DAFTAR BIAYA

CJC0 ..
FORMULIR 1721 -V

Lombar ko-1 : antuk KPP

Lembar wp -2 = untux Pematong
F ini hanya pada masa pajak
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Desombor oleh Wajib Pajak yang tidak wajib
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK T SPT Tah
MASA PAJAK :
- = NPWP PEMOTONG : .
No. PERINCLAN JUMLAH {(Rp)
™ (] [
1

GAMN, UPAH. BONUS. GRATIFIKASI, HONORARIUM, TUNJANGAN HARI RAYA, DLL
BIAYA TRANSPORTAS!

BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISAS!

BIAYA SEWA

i

o

BIAYA BUNGA PINJAMAN

BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA

BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH
BIAYA ROYALTI

LA R R

BIAYA PEMAS ARANF ROMOSI
10. BIAYA LAINMNYA

JUMLAH @ ENIUMLAMAN ANGHA 1 S0 ANGHA 10}
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Lampiran untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Tahunan Pegawai Tetap

Lampiran 19 : Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai
Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan
Hari Tua Berkala (Formulir 1721-A1)

A S N s T o e e = —
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN O
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU FORMULIE 1721 - A4
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI o uL =
TUAIJAMINAN HARI TUA BERKALA Lembar ke-1 - untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 | unifubk Parmotong
MASA PEROLEHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI PENGHASILAN [mm - mim]

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |NOMOR : 1.1 - : = : .

NPWP

PEMOTONG H - -

NAMA

PEMOTONG

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NP 3 " 6. STATUS JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTRP
2 NRNO L TR HE /

PASPOR
3 MNAMA T NAMA JABATAN

a4 ALAMAT B KARYAWAN ASING

9 KODE NEGARA DOMISILI

5 JENIS KELAMIN [ raniran [ reremeuan

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK z EI 21-100-01 21-100-02

PENGHASILAN BRUTO -

1. | GANPENSIUN ATAL THT/AHT

2 TUNJANGAN PPR

3. | TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINTA,

4 | HONORARIUM DAN MBALAN LAIN SEJEMISNYA

PREMI ASURANS] YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA

(-1

FENERIMAAN DALAL DIEN TURK MATURA DAN KEMSMATAN LANANY A YANG CIMENAKAN PEMOTOMNGAN BPh PASAL 21

o

TANTEM. BONUS, GRATIFIKAS], JASA PRODUKS DAN THR

8. | JUMLAM PENGHASILAN BRUTD (1 S D.7)

PENGURANGAN

L BIAYA JABATAN BIAYA PENSIUN

10 | IURAN PENSIUN ATAL BIRAN THTIHT

11 | JUMLAH PENGURANGAN (0 S D 10)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ;

12 | JUMLAH PENGHASILAN NETOD (8-11)

13. | FENGHASILAN NETO MASA SEBELUMMNYA,

14 | JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)

15 | PENGHASE AN TIDAK KENA PAJAK (PTHP)

18, | PENGHASRLAN KEMNA PAJAK SE TAHUNDISETAHUNIKAN (14 - 16)

17 | PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SE TAMUNTISE TAHUNKAN

18 | PPh PASAL 21 YANG TELAH DIFOTONG MASA SEBELUMNYA

18 | PPh PASAL 21 TERUTANG

20 | PPR PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS]

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP - ¥ 3. TANGGAL & TANDA TANGAN

2. Nama

e - mm vyl

FR/FAC/005/019 Rev.00
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Lampiran Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2),
Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23

Lampiran 20 : Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2) (PPh Final)

N RN
EEER

BUKTI PEMO TONGAN/PEMUNG UTAN A
PPh PASAL 4 AYAT (2). PASAL 15. PASAL 22, DAN PASAL 23 s -

a e wa ) B e S e e wa [X] pen rins
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK na Ehﬂmh Me- © "3 Pombatian s || PPn Tidek Fina

A. IDENTITA: K YANG DI PUNGUT

) N e L e 0 B 5 v I e ey 0 1 N [ 0 O A U 5 D

A2 NIK i

A3 MNama :

B PAJAK PENGHASILAN YANG DIPO TONG/DIPUNGUT

Ketorangan Modo Objok Papk -

B.7 Dokumen Reforsnsi : Nomor Dokumen 1 = - |
Nama Dokumen [prvoice ] Taraga 'T Jea= | <] ) L 1.1 1o
BS Dokumen Reforonsiuntuk Faltur apabits ada :
e jrges [T [Tde= [T jow
s [ ] een Surer 03N Bobas (SKE)
Nomar SOS TN T i OW
81w [ ] Penyang oleh Pe ah (DTR) :
B11 [ ] Pehdatam nat s an Surat Ketemnrg PP Nomar 23 Tanun 2018 dengan Nomor -
812 [ | PPhysngam yang )
C. IDENTITAS PEMO T -
c1  NPWP : EET Bl LR YL B EELRT BN
€2 Mama Wajib Pajk ; s ; =
cs Ll Jaw [C] loww [T T T b
ca = =%
s Y e - e ey e e L s B
~a =% mtas mas A G
EE e . - P o
3 e

S S R SR L yarg Dedae gy DTt denderal s S o BT Dust Pt o ey gt an PP U st i
e Lsman puda Duks Sermoievaan so




Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23 (PPh Tidak Final)

area staples

==
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN RMULIR BPES
PPh PASAL 4 AYAT {2). PASAL 15 PASAL 22 DAN PASAL 23 0! o -
- we wowor :[ L T T T T T TTT11 ET
1 —
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK wr [X] ombotstanke o PER  [e— s | %] PPn Tidek Fina

A IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONGDIPUNGUT

pre ) G B YRR EEi

A3 Mama

B. PAJAK P UNGUT

Heotorangan Kode Objek Pajak - £ -
B.7 pokumen Roferensl : Momor Dokuman 1 ]

Nama { Jtanggst | | laa I LI T T Jowr

B.8 Dokumen Referensi untuk Fakiur Pajak. apabila ada @
5 on [T lee [ew [T T T e

Momar Falktur Pajak - I £ = |

es [ | een Sumt Bebas (SKE).
e Tanggat | ] Jeo [ ] Jmm [T 1T Jnuw
810 [ ] ePnyang oleh Po (DTP) berdasarkan :
811 [ ] PPndaamna Surat berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2013 dengan Nomar :
B2 m PPh yang dip: yang FPRh
C. IDENTITAS PEMOTONG/IPEMUNGUT
ca |7 e () e o 8 T B e P S s R O g 0 O il B
cz VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
ca L1l Joo [T dmm [T T T P
Cca o
cs Derpe m suy Entees trat Lratimm i says 12 Sengdn terr dan iolh saya landalangen secans
rwr, Ursfieas yamg monyot atkan keictdan
P =as IOl St Sy uan
atzs Eajak yang sk tendang aeh ) danratig gt PP
D oty q darste, P
Gosos g Jendoal pame mangatis batnes Dusd PomotonganfPemunguetsn Pith Unduams i
zar Dt e .
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